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ABSTRAK 
SATRIA NURUL SUCI (B111 13 524), Implementasi Pemberian Hak 
Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana, 
dibimbing oleh Bapak Slamet Sempurno selaku Pembimbing I dan 
Bapak Amir Ilyas selaku Pembimbing II. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerepan pemberian 
pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana serta 
kendala yang dihadapi oleh pihak Lapas dalam pemenuhan hak warga 
binaan pemasyarakatan terkhusus pelayanan kesehatan dan makanan 
yang layak di Lapas Klas IIB Nunukan. 
Penelitian ini dilakukan di Lapas Klas IIB Nunukan Kalimantan 
Utara dengan metode penelitian dengan cara studi pustaka yang melihat 
dari segi Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 
maupun buku-buku literatur, dan juga studi lapangan yang mana melihat 
langsung fakta dalam penerapan yang di lakukan di lapangan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan yang dilakukan 
pihak Lapas dalam pemberian pelayanan kesehatan sudah berjalan cukup 
baik yang ditandai dengan adanya pemeriksaan rutin oleh pihak dinas 
kesehatan serta seringnya melakukan kegiatan terkait kesehatan, dan 
pemberian makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakan pada 
Lapas Klas IIB Nunukan masih belum berjalan dengan baik karena 
pengolahan bahan makanan yang tidak dilakukan oleh juru masak, serta 
masih kurang asupan kebutuhan gizi harian bagi warga binaan 
pemasyarakatan yang disebabkan oleh anggaran dana yang kurang serta 
over kapasitas yang dialami oleh Lapas Nunukan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Narapidana adalah orang yang menjalani masa pemidanaan di 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Yang mana Lapas itu sendiri 
merupakan suatu wadah bagi narapidana untuk menerima bimbingan 
atau pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan 
menjadi warga yang baik, yang bisa diterima kembali di masyarakat 
dan tidak mengulangi kesalahannya. 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan menyatakan bahwa: 
“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka 
membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab.” 
 
Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk 
mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang 
baik, juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan 
diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta 
merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai 
yang terkandung dalam Pancasila. 
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Hukum adalah pelindung bagi individu, agar tidak diperlakukan 
semena-mena. Oleh karena itu penerapan sanksi pemidanaan 
haruslah mengutamakan hak-hak narapidana sebagai warga negara 
Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan suatu 
tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. 
Dan dalam penerapan pembinaan narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan pasti ada saja kendala yang terjadi, bisa jadi kendala 
seperti adanya hak-hak narapidana yang belum diberikan sesuai 
dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh 
beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan 
mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang 
oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana 
itu sendiri. 
Walaupun narapidana telah melakukan kejahatan ataupun 
melanggar hukum, seharusnya mereka diayomi dan dihargai hak-hak 
asasi mereka sebagai narapidana, begitulah negara hukum harus 
memperlakukan terkhusus juga bagi para staf Lapas 
Narapidana tidak boleh dibatasi hak asasinya sebagai manusia, 
seperti hak untuk hidup. Muladi mengatakan bahwa “Pelanggaran hak 
asasi adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang 
termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau 
kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, 
membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau 
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kelompok orang yang dijamin Undang-Undang dan tidak 
mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 
penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme 
hukum yang berlaku”.1 
Selain itu narapidana juga perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, 
seperti penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak 
adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi.2 
Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan 
pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 
Dalam kehidupan manusia sehari-hari, orang tidak terlepas dari 
makanan, karena makanan adalah salah satu persyaratan pokok 
disamping oksigen. Makanan berfungsi memelihara proses tubuh 
dalam pertumbuhan/perkembangan serta mengganti jaringan tubuh 
yang rusak, memperoleh energi, mengatur metabolisme dan berperan 
dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. 
Agar makanan dapat berfungsi seperti itu maka makanan yang 
dimakan sehari-hari tidak hanya sekedar makan, makanan harus 
mengandung zat-zat tertentu sehingga memenuhi fungsi tersebut, dan 
                                                          
1 Muladi, Hak Asasi Manusiam Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif 
Hukum dan Masyarakat, hlm. 167 
2 Muhammad Farid Aulia, 2015, “Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 
dan Makanan yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas 
IIA Sungguminasa”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
Makassar, hlm. 3 
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zat-zat ini disebut gizi. Makanan yang dimakan harus dapat 
memelihara dan dapat meningkatkan kesehatan.3  
Makanan yang layak memenuhi syarat kesehatan atau makanan 
sehat adalah makanan yang dapat berfungsi dengan baik, bergizi dan 
berkecukupan. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak 
mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan 
kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang cukup 
mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dalam 
jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan.4 
Selain memenuhi persyaratan pokok tersebut, perlu diperhatikan 
juga bahan makanan, cara memasak makanan serta suhu makanan 
pada saat disajikan. 
Sedangkan pelayanan kesehatan yang termasuk dalam 
pelayanan kesehatan masyarakat ditandai dengan cara 
pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu 
organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan 
kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk 
kelompok dan masyarakat.5 
Perlakuan yang dilakukan terhadap narapidana dengan 
memberikan pelayanan yang baik sejauh mana hukumnya 
mengizinkan, sehingga dapat menumbuhkan di dalam diri mereka 
                                                          
3 Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, 2007, Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni, PT Rineka Cipta, 
Jakarta, hlm. 221 
4 Ibid, hal. 222 
5 Prof. DR. Dr. Azrul Azwar M.P.H., 2010, Pengantar Administrasi Kesehatan, Binarupa Aksara 
Publisher, Tangerang, hal. 43. 
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kemauan untuk menjalani hidup mematuhi kebutuhan diri sendiri 
setelah kelak mereka bebas. 
Apabila pemberian pelayanan kesehatan terlaksana sesuai 
dengan aturannya secara baik pada narapidana maka hal ini dapat 
menimbulkan perasaan ingin berbuat baik, menumbuhkan sikap yang 
lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka dan 
memberikan perlindungan hak-hak narapidana. 
Bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan 
kesehatan yang optimal, pelayanan kesehatan yang diberikan di 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu pemberian Hak 
Asasi Manusia dari negara kepada masyarakatnya. Pemberian 
pelayanan kesahatan pada narapidana juga merupakan upaya 
promotif yaitu  suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 
pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang 
bersifat promosi kesehatan, preventif adalah suatu kegiatan 
pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan, kuratif adalah suatu 
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan 
untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat 
penyakit, pengendalian  penyakit, atau pengendalian kecacatan agar 
kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin, dan rehabilitatif 
adalah kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan untuk mengembalikan 
bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi 
sebagai anggota masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan 
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kemampuannya, untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik 
tidak terlepas pula dari ketersediaan sarana dan prasarana 
kesehatan. 
Berangkat dari berbagai uraian latar belakang di atas, penulis 
tertarik untuk mengkaji tentang “Implementasi Pemberian Hak 
Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana 
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, untuk 
memfokuskan penulisan ini, maka penulis merumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah implementasi/penerapan pemberian hak 
pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Nunukan? 
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam 
implementasi/penerapan pemberian hak pelayanan kesehatan 
dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Nunukan? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui implementasi/penerapan hak pelayanan 
kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Nunukan. 
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala 
implementasi/penerapan pemberian pelayanan hak kesehatan 
dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Nunukan. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain : 
1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas dalam penelitian ini. 
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis 
dan mahasiswa hukum mengenai pemberian hak pelayanan 
kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Nunukan. 
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi penulis lain 
untuk penelitian lebih lanjut tentang masalah di atas. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Narapidana 
1. Pengertian Narapidana 
a. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan : 
Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. 
Sedangkan terpidana itu sendiri adalah seseorang yang 
dipidana  berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
b. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, Narapidana adalah 
orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman 
karena tindak pidana); terhukum. 
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan narapidana 
adalah orang yang hilang kemerdekaannya, menjalani 
pemidanaan di lembaga pemasyarakatan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 
2. Hak-hak Narapidana 
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan, maka Narapidana memiliki hak-hak 
yang tertuang dalam Pasal 14, yang menyatakan: 
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Narapidana berhak: 
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya: 
b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun 
jasmani; 
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e. menyampaikan keluhan; 
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang; 
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, orang tertentu 
lainnya; 
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga; 
k. mendapatkan pembebasan bersyarat; 
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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B. Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan 
1. Sejarah Sistem Pemasyarakatan 
Pada tahun 1872 tidak ada hukuman penjara atau kurungan 
bagi orang Indonesia, yang ada adalah hukuman kerja, hukuman 
mati dan denda. Orang hukuman ditampung dalam Gestraften 
Kuartier untuk kemudian pada pagi harinya digiring ke tempat-
tempat pekerjaan yang berada di luar tembok penampung. 
Keadaan orang hukuman pada saat itu sangat menyedihkan. 
Kekurangan makanan namun harus bekerja keras, sehingga 
banyak para napi yang melarikan diri. 
Pada tahun 1905 muncul kebijakan (policy) baru bagi orang-
orang hukuman. Orang-orang hukuman mulai dipekerjakan didalam 
lingkungan tembok penampung, akibat banyak kasus pelarian diri 
orang hukuman tersebut. Untuk keperluan kebijakan baru ini, 
tempat-tempat penampungan yang sudah didirikan yaitu di Batavia, 
Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, Padang dan Makassar diubah 
menjadi penjara-penjara pusat. Dengan demikian sistem Gestraften 
Kuartier dirubah menjadi Centraale Gevangenissen atau penjara-
penjara pusat.  
Berbagai ukuran bangunan dari penjara-penjara pusat terdiri 
dari bangunan-bangunan yang besar dengan kapasitas 
penampungan besar pula. Untuk mengadakan usaha pemisahan 
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antara berbagai kategori diadakan batasan-batasan fisik yang 
berupa tembok-tembok pemisah. 
Diberlakukannya Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch 
Indie (WVS) tahun 1918 dan Gestechten Reglement pada tahun 
1917 maka sistem penjara pusat diganti dengan penjara-penjara 
pelaksana hukuman. Perubahan sistem ini terjadi dibawah 
pimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan Hindia Belanda, Hijmans. 
Tertanggal pada 10 September 1921 yang ditujukan kepada 
Direktur Justisie, Hijmans melihat bahwa dalam penjara pusat 
orang-orang hukuman sangat sulit sekali melakukan perbaikan 
moral karena tidak dilakukan pengklasifikasian. Untuk mendukung 
pelaksanaan tersebut maka didirikanlah tempat-tempat 
penampungan tersendiri bagi orang tahanan yang belum terpidana 
yaitu Huizen van Bewaring di Jakarta dan Surabaya tahun 1928. 
Dan dilakukan pula pengklasifikasian antara orang hukuman anak 
dan wanita, dengan demikian sistem pelaksanaan hukuman mulai 
terlaksana pada tahun 1921 dan terus berlangsung hingga 
berakhirnya kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda tahun 
1942. 
Berdasarkan etimologi, kata penjara berasal dari kata penjoro 
(Jawa) yang berarti tobat atau dibuat jera (Koesnan RA; 1961). 
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Sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia melalui KUHP 
(Wetboek van Strafrecht), tepatnya pasal 10 yang mengatakan:6 
“pidana terdiri atas : (a) Pidana pokok; pidana mati, pidana 
penjara, pidana kurungan, pidana denda. (b) Pidana tambahan; 
pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang 
tertentu, pengumuman keputusan hakim”. 
Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur 
penjeraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap 
narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak 
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi bangsa Indonesia 
mengenai pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak 
lagi sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan 
suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan 
suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal 
dengan Sistem Pemasyarakatan. Gagasan pemasyarakatan 
dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 
dalam pidato penganugrahan Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu 
Hukum oleh Universitas Indonesia, antara lain dikemukakan bahwa: 
 
 “di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan 
untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, 
maka tujuan pidana penjara kami merumuskan : di samping 
menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik 
supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang 
                                                          
6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 
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berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah 
pemasyarakatan.” 
 
Gagasan tersebut kemudian diformulasikan lebih lanjut 
sebagai suatu sistem pembinaan terhadap narapidana di Indonesia 
menggantikan sistem kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 
dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, 
Bandung. 
Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai 
suatu sistem pembinaan narapidana dan merupakan 
pengejawantahan keadilan yang bertujuan mencapai reintegrasi 
sosial Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai 
individu, anggota masyarakat, maupun makhluk Tuhan. Sebagai 
dasar pembinaan dari Sistem Pemasyarakatan ada sepuluh prinsip 
Pemasyarakatan, yaitu : 
1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan 
peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. 
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara. 
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. 
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau 
jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. 
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana 
dan anak didik harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat. 
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6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik 
tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh 
diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau 
kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang 
diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang 
menunjang usaha peningkatan produksi. 
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan 
anak didik harus berdasarkan Pancasila. 
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat 
adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai 
manusia. 
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang 
kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya. 
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung 
fungsi rehabilitif, korektif dan edukatif dalam sistem 
Pemasyarakatan. 
Dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan semakin mantap 
dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa sistem 
pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas pengayoman, 
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persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan dan 
penghormatan harkat dan martabat manusia.7 
2. Lembaga Pemasyarakatan 
a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga 
pemasyarakatan sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu 
juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana 
orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana 
tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.8 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Lembaga 
Pemasyarakatan adalah: 
a) Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan 
suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha. 
b) Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua 
kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan 
pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan 
dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada 
hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau 
yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan 
dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat. 
                                                          
7 unhaslaw.blogspot.co.id/2013/12/sistem-pemasyarakatan-di-indonesia.html?m=1 diakses 
Selesa, 14 Maret 2017 pukul 21:32 
8 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Jakarta:PT.Gramedia), hal. 
165 
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Gagasan Dr. Sahardjo, S.H., yang pada waktu itu menjabat 
sebagai Menteri Kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia 
itu sejak bulan April 1964 telah diubah menjadi lembaga 
pemasyarakatan, diduga erat hubungannya dengan gagasan 
beliau menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja tempat 
untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai 
tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, 
agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai 
kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar 
lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan 
taat hukum yang berlaku.9 
b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 
Setelah membahas pengertian dari lembaga 
pemasyarakatan, pada sub ini dijelaskan sedikit tentang 
kedudukan, tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan. 
Mega Prihartanti (2006:27) mengemukakan:10 
Kedudukan, tugas dan fungsi Lapas adalah sebagai berikut: 
1) Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di 
bidang pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan  
                                                          
9 Ibid, hal. 165 
10 Muthmainnah Abdul Rahman, 2016, ”Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam  Pembinaan 
Khusus Narapidana Penderita HIV dan AIDS”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Makassar, hlm. 11 
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berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 
2) Tugas Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan 
kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien 
pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
3) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 
Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Lembaga 
Pemasyarakatan mempunyai fungsi : 
a. Lembaga Pemasyarakatan dewasa dipergunakan untuk 
penempatan Narapidana dewasa pria berumur lebih dari 
21 (dua puluh satu) tahun. 
b. Lembaga Pemasyarakatan wanita dipergunakan untuk 
penempatan Narapidana wanita yang berumur lebih dari 
21 (dua puluh satu) tahun. 
c. Lembaga Pemasyarakatan pemuda dipergunakan untuk 
penempatan Narapidana pemuda pria dan wanita yang 
berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sampai 
dengan 21 (dua puluh satu) tahun. 
3. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan 
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: 
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“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan 
pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, 
kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir 
dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.” 
Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara 
yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan 
hukum. Bambang Poernomo mengatakan bahwa, sistem 
pemasyarakatan :11 
“suatu elemen yang berinteraksi yang memberntuk satu 
kesatuan yang integral, berbentuk  konsepsi tentang perlakuan 
terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar 
pemikiran rehabilitasi, resosialisasi yang berisi unsur edukatif, 
korelatif, defensif yang beraspek pada individu dan sosial” 
 
Menurut R. Apik Noto Subroto, pengertian pemasyarakatan 
adalah  sebagai proses pembinaan terhadap terpidana dengan 
cara menjalani pidananya dalam Lembaga Pemasyarakatan.12 
Dalam Pasal 1 butir 2 Ketentuan Umum Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan 
bahwa sistem pemasyarakatan adalah: 
“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara 
pemidanaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 
Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang 
dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan 
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali 
oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 
                                                          
11 Bambang Poernomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, 
Liberty, Yogyakarta, hal. 183. 
12 R. Apik Noto Subroto, 1985, Pidana dan Pemasyarakatan dalam Konsep Revolusi, Jambatan, 
Jakarta, hal. 75. 
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pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang 
baik dan bertanggungjawab.” 
 
Ide Pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh 
Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia 
kepenjaraan sebagai berikut:13 
1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 
manusia 
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang 
diluar masyarakat 
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan 
bergerak. 
Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 
menyatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan sistem 
pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 
kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara 
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. 
Maksud dari kalimat “agar menjadi manusia seutuhnya” 
adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia 
                                                          
13 R.A. Koesnan, Politik Penjara Nasional, (Bandung: Sumur Bandung,1961), hal. 8. 
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dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan 
sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.14 
Sistem pemasyarakatan itu sendiri memiliki fungsi yaitu 
menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat 
berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat 
berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan 
bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara 
sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan 
Pemasyarakatan dengan masyarakat. Djisman Samosir 
mengatakan :15 
“Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem 
pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk 
mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal 
kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat 
mungkin pula finansial dan materiil) dibutuhkan untuk menjadi 
warga yang baik dan berguna”. 
 
Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan 
berdasarkan asas:16 
a. Pengayoman; 
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; 
c. Pendidikan; 
d. Pembimbingan; 
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; 
                                                          
14 Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
15 Djisman Samosir, 1982, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di 
Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 13. 
16 Prof. Dr. Dwidja Priyatno, SH., MH., Sp.N., Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, 
(Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 106 
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f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; 
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu. 
Sehingga maksud dan tujuan dari istilah pemasyarakatan 
mengandung arti bahwa adanya itikad baik yang tidak hanya 
terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, 
namun lebih berorientasi pada bagaimana membina agar kondisi 
narapidanna yang bersangkutan akan menjadi lebih baik. 
C. Pelayanan Kesehatan 
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 
tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan penjelasan, yang 
dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara 
fisik, mental,  spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap 
orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 
Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu 
unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 
bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Abdul Bari Syaifudin menyatakan bahwa : 17 
“Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang 
diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu 
organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, 
                                                          
17 Abdul Bari Syaifudin, 2002, Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, 
Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, hlm. 17 
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mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan 
kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.” 
 
Pelayanan kesehatan merupakan pelaksanaan pemeliharaan 
kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan baik individu 
maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa 
pelayanan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan : 
1. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih 
mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan 
2. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan 
pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. 
3. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk 
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat 
penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecatatan 
agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. 
4. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke 
dalam masyarakat sehingga dapatberfungsi lagi sebagai anggota 
masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat 
semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. 
5. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau 
perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada 
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pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris 
yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai 
dengan norma yang berlaku di masyarakat. 
Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan mengandung banyak 
ragamnya, oleh karenanya sangat ditentukan oleh:18 
a. Pengorganisasian pelayanan, apakah diselenggarakan secara 
mandiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi; 
b. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan 
pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan 
penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau 
kombinasi dari padanya; 
c. Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, 
keluarga, kelompok ataupun untuk masyarakat secara 
keseluruhan. 
2. Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, pemeriksaan 
kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan dan dicatat dalam 
kartu kesehatan. Dalam hal Narapidana atau Anak Didik 
Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka 
dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan 
pemeriksaan. 
                                                          
18 Azrul Anwar, 1996, “Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga,” Binarupa Aksara, Jakarta, 
hlm. 36 
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Adapun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan di Lembaga 
Pemasyarakatan adalah:19 
1. Pelayanan Umum, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan 
kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan 
program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di lembaga 
pemasyarakatan. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
program pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan 
tersebut diperlukan tersedianya: ketenagaan, peralatan, 
tempat/ruang pelayanan kesehatan, obat-obatan, ruang lingkup 
pelayanan. 
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus 
Disamping pelayanan kesehatan umum di lembaga 
pemasyarakatan juga ada pelayanan kesehatan khusus karena 
sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan 
secara spesifik dan profesional kepada penderita narapidana. 
Jenis penyakit tersebut seperti TBC, HIV/AIDS dan wanita 
hamil/melahirkan. Yang dalam penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan secara khusus di lembaga pemasyarakatan maka 
pengadaan tenaga medis dilakukan melalui kerjasama dengan 
dinas kesehatan setempat. 
 
                                                          
19 Muhammad Farid Aulia, 2015, “Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan 
Makanan yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA 
Sungguminasa”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 
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D. Makanan  
1. Pengertian Makanan 
Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau 
tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan 
tenaga dan nutrisi. Makanan yang dimakan sehari-hari harus dapat 
memelihara dan meningkatkan kesehatan. 
Untuk mencapai kesehatan yang optimal diperlukan makanan 
yang mengandung gizi atau zat-zat gizi, yakni; protein, lemak, 
karbohidrat, vitamin dan mineral. 
Syarat makanan yang baik dan sehat untuk dikonsumsi 
adalah sebagai berikut: 
1.  Higenis, bersih tidak mengandung kuman atau bibit penyakit 
atau racun. 
2. Harus bergizi cukup mengandung kalori, karbohidrat, protein, 
lemak, vitamin dan mineral. 
3. Harus mudah untuk dicerna. 
Makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria 
bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak 
menimbulkan penyakit, diantaranya: 
1. Berada dalam derajat kematangan menghendaki. 
2. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan 
penanganan selanjutnya. 
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3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang dikehendaki, sebagai 
akibat dari pengaruh enzim, aktifitas mikroba, hewan, pengerat, 
serangga, parasit dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, 
pemasakan dan pengeringan. 
4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan 
penyakit yang dihantarkan oleh makanan (food borne illness) 
2. Mekanisme Penyelenggaraan Makanan di Lembaga 
Pemasyarakatan 
Penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan dan 
Rutan dilaksanakan dimulai dari proses perencanaan anggaran, 
perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, 
pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, 
penyimpanan, persiapan, pengolahan bahan makanan, 
pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan 
pelaporan.20 
1. Perencanaan Anggaran 
Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan 
biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi WBP 
dan tahanan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah tersedianya 
taksiran belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan, macam dan jumlah bahan makanan bagi WBP dan 
tahanan sesuai standar. Perencanaan anggaran dimulai usulan 
                                                          
20perpustakaan.depkes.go.id:8180/bitstream/123456789/1354/1/BK2009-Sep09.pdf diakses 
Minggu, 5 Maret 2017 pukul 22:00 
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Lapas/Rutan melalu Kanwil Dephuk dan HAM, dan selanjutnya 
diputuskan oleh Sekretariat Jenderal Dephuk dan HAM. 
2. Perencanaan Menu 
Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu 
dengan gizi WBP dan tahanan. Tujuan perencanaan menu adalah 
tersedianya siklus menu sesuai klarifikasi pelayanan yang ada di 
Lapas/Rutan dalam kurun waktu tertentu. Pada penyusunan menu 
dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi antara lain standar 
porsi dan peraturan pemberian makanan. Penyusunan menu 
dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
Departemen Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebiasaan 
makan dan ketersediaan bahan makanan di daerah. 
3. Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan 
Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses 
penyusunan kebutuhan makanan yang diperlukan untuk 
pengadaan bahan makanan sesuai menu yang ditetapkan dan 
jumlah WBP dan tahanan, dengan tujuan untuk tercapainya usulan 
dan kebutuhan bahan makanan untuk WBP dan tahanan selama 
satu tahun. 
 
4. Pengadaan Bahan Makanan 
Proses pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan 
dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan 
jasa. 
5. Pemesanan, Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Makanan 
Pemesanan adalah penyusunan permintaan bahan makanan 
berdasarkan menu sesuai jumlah WBP dan tahanan. Tujuan 
pemesanan adalah tersedianya pesanan sesuai standar atau 
spesifikasi yang ditetapkan. 
Penerimaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang 
meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, 
jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan 
spesifikasi pesanan. 
Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata,  
menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan 
basah baik kualitas maupun kuantitas di gudang bahan makanan 
kering dan basah serta pencatatan dan pelaporan. 
6. Persiapan, Pengolahan Bahan Makanan dan Pendistribusian 
Makanan 
Persiapan bahan makanan adalah rangkaian kegiatan dalam 
penanganan bahan makanan meliputi berbagai proses antara lain, 
membersihkan, memotong, mengupas, menggiling, mencuci dan 
merendam bahan makanan yang diolah. Tujuan persiapan adalah 
mempersiapkan bahan makanan serta bumbu sebelum diolah. 
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Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan memasak 
bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, 
berkualitas dan aman untuk dikonsumsi dengan cara menumis, 
menggoreng, mengukus, dll sesuai teknik memasak yang 
diperlukan. Tujuan pengolahan bahan makanan adalah untuk 
meningkatkan nilai cerna, cita rasa, keempukan dan bebas dari 
organisme berbahaya untuk tubuh. 
Pendistribusian makanan adalah kegiatan penyaluran 
makanan sesuai dengan jumlah WBP dan tahanan yang dilayani 
dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan. Tujuan 
pendistribusian makanan adalah agar WBP dan tahanan mendapat 
makanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. 
7. Pencatatan dan Pelaporan 
Pencatatan adalah mencatat tiap langkah kegiatan dalam 
penyelenggaraan makanan sedangkan pelaporan adalah hasil 
pengolahan dari pencatatan yang dilakukan secara berkala sesuai 
dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan. 
Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan sebagai alat perekam 
dan pemantau dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan 
makanan. Pencatatan dan pelaporan antara lain mencakup 
penerimaan, pemakaian, stok/sisa yang belum terpakai, dan lai-lain 
yang dianggap perlu. Pencatatan dilakukan tiap hari yang 
dilaporkan secara berkala dan berjenjang. 
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8. Monitoring dan Evaluasi 
Monitoring adalah kegiatan untuk mengikuti dan mengetahui 
perkembangan setiap proses kegiatan secara terus-menerus baik 
langsung maupun tidak langsung. 
E. Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pelayanan 
Kesehatan dan Pemberian Makanan bagi Narapidana 
Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur untuk mengukur 
kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan 
dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemahaman standar 
pelayanan minimal secara memadai bagi masyarakat merupakan hal 
yang signifikan karena berkaitan dengan hak-hak konstitusional 
perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus mereka 
peroleh dan wajib dipenuhi oleh pemerintah, berupa tersedianya 
pelayanan yang harus dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat. 
Adapun prinsip-prinsip SPM yang harus dipedomani adalah : 
1. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada kewenangan wajib 
Daerah saja, namun Daerah dapat mengembangkan dan 
menerapkan Standar Kinerja untuk Kewenangan Daerah yang lain; 
2. Standar Pelayanan Minimal ditetapkan Pemerintah dan 
diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kota; 
3. Standar Pelayanan Minimal harus mampu menjalin terwujudnya 
hak-hak individu serta dapat menjamin akses masyarakat 
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mendapat pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai patokan 
dan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah; 
4. Standar Pelayanan Kesehatan Minimal bersifat dinamis dan perlu 
dikaji ulang dan diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan 
perubahan kebutuhan Nasional dan perkembagan kapasitas 
Daerah. 
Dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 
Pemasyarakatan diatur pula layanan bidang kesehatan dan layanan 
pemberian makanan.21 
1. Bidang Pelayanan Kesehatan 
Dalam Keputusan Direktur Jenderal tersebut di atas, maka 
sistem, mekanisme dan prosedur layanan kesehatan di Lapas 
terdiri atas: 
 WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan 
kesehatan awal di poliklinik 
 WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik  di dalam 
Lapas/Rutan 
 Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera berikan 
pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan 
medis lebih lanjut 
                                                          
21 doc-10-70-docs.googleusercontent.com diakses Senin, 6 Maret 2017 pukul 00:06 
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 Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, WBP dapat dirujuk ke 
RS di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku) 
 WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di 
poliklinik 
Sarana, prasarana dan/atau fasilitas kesehatan terdiri atas: 
 Petugas Kesehatan 
 Poliklinik 
 Alat kesehatan 
 Obat-obatan 
Kompetensi Pelaksana 
 Dokter Umum 
 Dokter Gigi 
 Perawat 
 Perawat Gigi 
 Bidan 
 Psikolog/Psikiater 
2. Pemberian Makanan 
Terdapat sistem, mekanismea dan prosedur layanan pemberian 
makanan, yaitu: 
a. Persiapan 
- Menyusun rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan 
indeks kebutuhan bahan makanan 
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- Menetapkan pagu anggaran 
- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan bahan 
makanan narapidana dan tahanan 
- Pembentukan panitia bahan makanan dan panitia 
penerimaan bahan makanan (Surat Keputusan Kepala 
Lapas) 
- Penyusunan dokumen pengadaan 
- Pelaksanaan proses lelang bahan makanan 
- Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan SPPBJ 
- Penandatanganan kontrak 
b. Penyediaan  
- Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan 
barang kepada penyedia berdasarkan kebutuhan menu dan 
jumlah isi lembaga pemasyarakatan 
- Penyedia bahan makanan (rekanan) mengirimkan bahan 
makanan 
- Panitia penerima meneliti dan memeriksa jenis, kualitas, dan 
kuantitas bahan makanan 
- Pencatatan dan pelaporan 
c. Pengolahan 
- Petugas dapur menerima bahan makanan dari panitia 
penerima dalam keadaan cukup dan baik 
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- Bahan makanan dipilah berdasarkan kebutuhan menu pagi, 
siang dan sore 
- Proses penyiapan bahan makanan, mensortir bahan, 
memotong bahan sesuai kebutuhan, mencuci bahan, meniris 
dll 
- Penyiapan bumbu masakan 
- Proses memasak sesuai kebutuhan menu yang akan 
disajikan pada hari itu 
- Menguji cita rasa 
- Makanan siap 
d. Pendistribusian 
- Petugas dapur menyiapkan daftar jumlah narapidana dan 
tahanan setiap blok; mempersiapkan makanan sesuai 
jumlah narapidana/tahanan dan jadwal menu pagi/siang/sore 
- Petugas dapur menyampaikan contoh menu ke tim 
pengawas makanan/minuman dan kepala lembaga 
pemasyarakatan/rutan 
- Setelah contoh menu disetujui oleh tim pengawas 
makanan/minuman petugas dapur dengan dibantu 
tamping/korve dapur mendistribusikan makanan ke seluruh 
penghuni dengan cara satu orang menerima satu jatah 
menu 
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- Pendistribusian selesai, petugas dapur membuat berita 
acara penerimaan makanan yang diwakili oleh tamping blok 
dengan disaksikan oleh petugas 
- Evaluasi 
Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pemberian makanan 
 Dapur dan peralatan masak 
 Tempat makanan untuk setiap WBP 
Dalam sehari narapidana menerima pemberian makanan sehari 
tiga kali dengan jadwal: 
 07:00-08:00 
 10:00-11:00  
 15:00-16:00 
Jaminan keamanan pada pemberian makanan pada narapidana; 
bahan makanan yang diolah tidak melewati batas kadaluarsa, 
tempat makanan tidak menggunakan bahan membahayakan bagi 
kesehatan makanan yang disajikan serta makanan yang disajikan 
tidak membahayakan kesehatan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang 
akan diteliti, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten 
Nunukan, dengan lokasi penelitian Lembaga Pemasyarakatan 
Nunukan. 
Penulis melakukan penelitian di Nunukan dengan dasar 
pertimbangan, Nunukan yang merupakan daerah asal Penulis dan 
sebagai warga masyarakat Nunukan, Penulis ingin memastikan 
apakah hak narapidana telah terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu 
Penulis bisa mengumpulkan data sehubungan dengan objek yang 
diteliti. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini. 
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : 
1) Studi Pustaka 
Yaitu metode yang dilakukan dengan mempergunakan buku-buku 
serta bahan pustaka lainnya yang erat kaitannya dengan topik 
penelitian untuk mendapatkan data sekunder. 
2) Studi Lapangan 
 Yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer 
dengan cara wawancara ataupun dengan menganalisa sebuah 
kasus mengenai masalah yang terkait dengan judul penelitian yang 
penulis kaji. 
D. Analisis Data 
Dalam penulisan ini, data yang diperoleh baik data primer, maupun 
data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan serta menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian 
ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat 
dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topik yang 
penulis kaji.  
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BAB IV 
HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Tentang Lapas Klas IIB Nunukan 
Lapas Klas IIB Nunukan terletak di sebelah selatan kota 
Nunukan tepatnya di Jalan Lintas Lapas No. 07 Kelurahan Tanjung 
Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kalimantan Utara. Dari 
halaman Lapas nampak pemandangan laut dan Pulau Sebatik yang 
merupakan salah satu kecamatan Nunukan yang berseberangan lauT 
dengan Kota Tawau Sabah Malaysia yang jarak tempuhnya kurang 
lebih 20 menit. 
Lapas Klas IIB Nunukan didirikan di atas tanah 3,7 Ha yang 
terdiri dari bangunan Lapas 2 Ha, bangunan rumah dinas pejabat 
struktural 0,5 Ha dan selebihnya lahan kosong, sedangkan kapasitas 
hunian Lapas Klas IIB Nunukan dapat menampung 471 orang Warga 
Binaan Pemasyarakatan. 
Bangunan Lapas ini terdiri atas ruang perkantoran yang berada 
di portir atau gerbang satu, sedangkan di portir dua (steril area) 
terdapat poliklinik, ruang staf KPLP dan juga tempat untuk register 
tahanan. Di sebelah kiri portir 2 terdapat dapur, blok A, masjid dan 
blok B. Sedangkan di sebelah blok B terdapat blok C kemudian 
gereja, dan setelahnya blok D yang merupakan kamar wanita, serta 
lapangan upacara yang berada di tengah yang dikelilingi oleh 
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bangunan-bangunan tersebut. Dan juga terdapat aula di sebelah 
kanan sebelum memasuki daerah portir dua. 
Blok yang terdapat di Lapas Klas IIB Nunukan masing-masing 
terdiri dari ruang yang diklasifikasikan sesuai kasus Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 
Adapun pada blok A terdiri dari : 
1. Ruang mapenaling (masa pengenalan lingkungan) 
2. Ruang tahanan tipikor 
3. Kamar WNA 
4. Kamar anak (yang dipisahkan) 
Blok B terdiri dari : 
1. Ruang Pidana Umum 
2. Ruang isolasi 
Sedangkan blok C merupakan blok khusus narkoba begitu juga 
dengan blok D yang merupakan blok wanita. 
Adapun visi, misi, tujuan, fungsi dan sasaran dari Lapas 
Nunukan adalah sebagai berikut : 
1. Visi : 
Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan 
penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, 
anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
(membangun manusia mandiri). 
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2. Misi : 
Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka 
penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan  
serta pemajuan dan perlindungan HAM. 
3. Tujuan : 
Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi 
manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, 
mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat aktif 
berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 
4. Fungsi : 
Lapas Nunukan mempunyai fungsi  melaksanaan pembinaan 
Warga Binaan Pemasyarakatan/anak didik, memberikan 
bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, 
melakukan bimbingan sosial/kerohanian Warga Binaan 
Pemasyarakatan/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan 
dan tata tertib Lapas serta melakukan tata usaha dan rumah 
tangga. 
5. Sasaran : 
1. Meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang 
pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi yang 
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kurang dari segi kualitas ketaqwaan kepada Tuhan, kualitas 
intelektual, kualitas sikap dan perilaku, kualitas 
profesionalisme/keterampilan serta kualitas kesehatan jasmani 
dan rohani. 
2. Menciptakan situasi/kondisi yang memungkinkan bagi 
terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian 
dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan 
nasional. 
B. Pelaksanaan Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan 
yang Layak bagi Narapidana 
Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah 
orang yang sedang menjalani masa hukumannya di dalam Lapas dan 
hilang kemerdekaan. Walaupun WBP telah melakukan tindak pidana 
dan hilang kemerdekaan, WBP tidak seharusnya kehilangan hak-hak 
mereka seperti manusia pada umumnya, salah satunya yaitu 
mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak seperti 
yang tertuang dalam Pasal 14 (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995. 
Setiap narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan 
makanan yang layak seperti yang tertera dalam PP No. 32 Tahun 
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelayanan Hak WBP. Narapidana 
tidak serta merta mendapatkan hukuman walaupun telah melakukan 
pelanggaran. Narapidana harus mendapatkan makanan sesuai 
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kebutuhan kalori, begitu juga dengan pelayanan kesehatan untuk 
narapidana, mendapatkan pemeriksaan paling sedikit setiap 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan. 
Saat ini Lapas Nunukan mengalami overcapasity dan pada tahun 
2016 hunian Lapas meningkat, sedangkan daya tampung Lapas 
hanya 471 penghuni. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, 
berikut adalah tabel jumlah WBP : 
 
Data Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarkatan Klas IIB Nunukan 
No. Tahun 
Jumlah Penghuni WBP 
Total 
Kelebihan 
Daya 
Tampung 
Tahanan Narapidana 
1. 2015 
DP DW AP AW DP DW AP AW 
111 4 - 1 279 24 1 - 420 - 
2. 2016 193 19 2 - 442 33 1 - 690 219 
3. 
2017 
pertang
gal 22 
April 
145 11 5 - 466 40 2 - 669 198 
Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Nunukan 2017 
Keterangan : 
DP  : Dewasa Pria  
DW  : Dewasa Wanita 
AP   : Anak Pria 
AW  : Anak Wanita 
Berdasarkan data di atas, Lapas Nunukan mengalami 
peningkatan penghuni, yang mana hal ini akan mempengaruhi proses 
pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi WBP. 
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1. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan bagi 
Narapidana di Lapas Klas IIB Nunukan 
Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang, termasuk 
narapidana yang kehilangan kemerdekaannya. Menurut Standar 
Pelayanan Pemasyarakatan, pelayanan kesehatan pada narapidana di 
Lapas, mekanisme awalnya bahwa WBP yang baru masuk Lapas 
dilakukan skrining atau pemeriksaan kesehatan di poliklinik, jumlah 
pelaksana minimal 7 (tujuh) orang yang terdiri dari dokter umum, dokter 
gigi, 4 orang perawat dan administrasi. Serta memiliki alat kesehatan 
dan obat-obatan. 
Adapun fasilitas penunjang pelayanan kesehatan pada Lapas 
Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut : 
No. Jenis Pelayanan Ada 
Tidak 
Ada 
Jumlah Keterangan 
1. Poliklinik    1  
2. Dokter Lapas    1 Dokter Umum 
3. Perawat Lapas    1  
4. Alat Medis    2  
5. Obat-obatan      
6. Ruang Rawat      
Sumber data : Lapas Klas IIB Nunukan 2017 
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Lapas Nunukan melakukan perjanjian dengan Dinas Kesehatan 
Nunukan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada WBP yang 
dilakukan setiap hari Rabu pagi, yang mana dokter, bidan dan perawat 
melakukan kunjungan ke Lapas dan melakukan pemeriksaan terhadap 
WBP di poliklinik Lapas. 
Pada saat kesempatan pertama penulis melakukan penelitian, 
penulis melakukan wawancara dengan Kepala Lapas yang 
menjelaskan tentang mekanisme yang dilakukan apabila ada WBP 
yang harus menerima perawatan yang membutuhkan biaya lebih, maka 
dilimpahkan kepada pihak keluarga WBP. 
Poliklinik Lapas Nunukan siaga 24 (dua puluh empat) jam, namun 
dokter Lapas tidak ada yang menetap pada Lapas Nunukan. Namun 
apabila ada WBP yang sakit diluar jam kantor atau bersifat insidentil, 
maka perawat Lapas langsung melakukan kunjungan. Tersedianya 
obat-obatan pada Lapas Nunukan juga merupakan hasil dari 
pengadaan juga dapat bantuan dari Dinas Kesehatan, obat yang 
tersediapun berupa obat untuk sakit batuk, flu, penahan sakit dan 
sebagainya. Sedangkan penyakit yang biasa dikeluhkan oleh WBP 
adalah hipertensi dan scabies. Pada tahun 2016 terdapat 10 (sepuluh) 
penyakit yang paling sering ditemukan di Lapas Klas IIB Nunukan yang 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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 HIV TBC MATA GIGI DIARE PENCERNAAN HIPERTENSI ISPA SCABIES LAIN2 
Januari 1 1 2 4 4 10 11 12 14 2 
Februari 1 1 3 6 3 12 13 13 16 1 
Maret 1 1 1 8 6 8 14 14 14 2 
April 1 2 3 5 2 11 10 13 19 3 
Mei 1 2 2 7 4 10 11 10 17 2 
Juni 1 2 1 5 3 9 13 11 20 1 
Juli 1 1 2 7 5 12 12 10 16 4 
Agustus 1 1 2 6 3 15 11 13 22 2 
Septermber 1 1 1 5 4 13 10 15 20 3 
Oktober 1 1 2 8 6 11 12 12 23 4 
November 1 0 2 6 5 14 11 10 21 5 
Desember 1 0 2 7 3 12 14 13 19 2 
Sumber data : Kasubsi Kesehatan Lapas Klas IIB Nunukan 2017 
Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyakit yang paling 
banyak dikeluhkan adalah hipertensi dan scabies (gatal-gatal), menurut 
pak Edi selaku Kasubsi Kesehatan mengatakan penyakit scabies, hal 
ini disebabkan oleh penuhnya penghuni Lapas sehingga harus 
berdesakan dalam ruangan yang kecil serta air yang terbatas dalam 
penggunaannya. 
Penulis juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa 
WBP mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Lapas 
Nunukan, WBP yang bernama Eka (28) mengaku bahwa pelayanan 
yang diberikan oleh pihak Lapas bisa dikatakan cukup baik dengan 
adanya perjanjian yang dilakukan pihak Lapas dan Dinas Kesehatan 
sehingga WBP bisa melakukan pemeriksaan setiap minggunya. Serta 
WBP juga dapat melakukan senam bersama setiap hari Senin, Rabu 
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dan Sabtu pagi di halaman kantor Lapas, juga melakukan senam untuk 
lansia dalam sebulan sekali. 
Menurut hasil data yang diterima oleh penulis, ada beberapa hal 
yang menjadi kendala bagi pihak Lapas dalam pelaksanaan 
pemberiaan pelayanan kesehatan bagi WBP, yaitu : 
 Kurangnya petugas kesehatan di dalam Lapas, juga tidak adanya 
dokter ataupun petugas kesehatan yang menetap atau siaga di 
dalam Lapas, yang sewaktu-waktu akan dibutuhkan apabila ada 
WBP yang mengalami sakit yang bersifat insidentil untuk  
pertolongan pertama. 
 Fasilitas yang tersedia belum memadai, seperti alat medis ataupun 
obat-obatan yang masih dalam ukuran minim. 
2. Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak bagi 
Narapidana di Lapas Klas IIB Nunukan 
Setiap manusia membutuhkan makan, hal ini juga terkait dengan 
UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap orang berhak untuk 
mempertahankan hidup. Dengan makan, maka manusia bisa 
melanjutkan hidupnya, begitu juga bagi para WBP yang berada di 
Lapas, mereka juga berhak mendapatkan makanan yang layak, bergizi 
untuk memenuhi kebutuhan kalorinya. 
Status kesehatan yang optimal, setiap orang memerlukan asupan 
zat gizi yang cukup jenis dan jumlahnya, seperti karbohidrat, protein, 
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lemak, vitamin dan mineral. Dalam penentuan standar kecukupan gizi 
setiap negara memiliki angka yang berbeda. 
Lapas Klas IIB Nunukan dicantumkan daftar menu dalam 10 hari, 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
HARI PAGI SNACK SIANG SORE 
I 
- Nasi 
putih 
- Tempe 
goreng 
- Tumis 
kacang 
- Air putih 
- Bubur 
kacang ijo 
- Nasi putih 
- Telur 
balado 
- Sayur 
asem 
- Buah 
pisang 
- Air putih 
- Nasi putih 
- Tempe 
bacem 
- Urap sayur 
- Air putih 
II 
- Nasi 
putih 
- Oseng 
tempe 
- Tumis 
sawi 
- Air putih 
- Ubi rebus - Nasi 
putih 
- Ikan 
segar 
goreng 
- Pecel 
sayur 
- Air putih 
- Nasi putih 
- Ikan asin 
goreng 
- Sayur 
kare 
- Air putih 
III 
- Nasi 
putih  
- Tumis 
tauge 
- Telur 
rebus 
- Air putih 
- Bubur 
kacang 
ijo 
- Nasi 
putih 
- Daging 
goreng 
gepuk 
-  Sup 
- Nasi putih 
- Tempe 
bacem 
- Sayur 
asem 
- Air putih 
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sayuran 
- Buah 
pisang 
- Air putih 
IV 
- Nasi 
putih 
- Oseng 
buncis 
- Tempe 
goreng 
- Air putih 
- Ubi rebus - Nasi 
putih 
- Telur 
bumbu 
semur 
- Sayur 
lodeh 
- Air putih 
- Nasi putih 
- Tempe 
bacem 
- Sayur 
asem 
- Air putih 
V 
- Nasi 
putih 
- Tempe 
bumbu 
semur 
- Tumis 
sayur 
- Air putih 
- Bubur 
kacang 
ijo 
- Nasi 
putih 
- Daging 
rendang 
- Sayur 
asem 
- Buah 
pisang 
- Air putih 
- Nasi putih 
- Oseng 
tempe 
- Sup 
sayuran 
- Air putih 
VI 
- Nasi 
putih 
- Tempe 
bacem 
-  
- Ubi rebus - Nasi 
putih 
- Telur 
rebus 
- Sayur 
kare 
- Nasi putih 
- Ikan asin 
goreng 
- Urap 
sayur 
- Air putih 
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- Air putih 
VII 
- Nasi 
putih 
- Tempe 
goreng 
- Cah 
wortel 
dan kol 
- Air putih 
- Bubur 
kacang 
ijo 
- Nasi 
putih 
- Ikan 
segar 
goreng 
- Sayur 
bening 
- Buah 
pisang 
- Air putih 
- Nasi putih 
- Tempe 
balado 
- Sayur 
asem 
- Air putih 
VIII 
- Nasi 
putiih 
- Oseng 
sawi 
- Telur 
rebus 
- Air putih 
- Ubi rebus - Nasi 
putih 
- Soto 
daging 
- Capcay 
- Air putih 
- Nasi putih 
- Pecel 
sayuran 
- Air putih 
IX 
- Nasi 
putih 
- Oseng 
tempe 
- Tumis 
terong 
- Air putih 
- Bubur 
kacang 
ijo 
- Nasi 
putih 
- Ikan asin 
goreng 
- Tumis 
kangkun
g 
- Buah 
pisang 
- Nasi putih 
- Oseng 
tempe 
Sayur 
lodeh 
- Air putih 
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- Air putih 
X 
- Nasi 
putih 
- Tempe 
bacem 
- Tumis 
buncis 
- Air putih 
- Ubi rebus - Nasi 
putih 
- Telur 
bumbu 
bali 
- Urap 
sayur 
- Air putih 
- Nasi putih 
- Tempe 
goreng 
- Gulai 
daun 
singkong 
- Air putih 
Sumber data : Kasubsi Kesehatan Lapas Klas IIB Nunukan 
Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan 
Kementerian Hukum dan HAM, nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 
2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga 
Pemasyarakatan, standar energi dan nilai gizi berdasarkan 
penggunaan bahan makanan untuk 10 (sepuluh) hari per orang pria 
dewasa adalah energi : 2.345 kkal, protein : 86 gr, lemak : 50,5 gr, 
karbohidrat : 391, 25 gr. Sedangkan untuk standar energi dan nilai gizi 
berdasarkan penggunaan bahan makanan untuk 10 (sepuluh) hari per 
orang wanita dewasa adalah energi : 1.995 kkal, protein : 78 gr, lemak : 
50,5 gr, karbohidrat 311,25 gr. 
Makanan diperlukan untuk memelihara proses tubuh dalam 
pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang 
rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, 
mengatur metabolisme dan keseimbangan air, mineral dan cairan tubuh 
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yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh 
terhadap berbagai penyakit. 
Pada tabel di atas, menu untuk WBP di Lapas Nunukan terkadang 
mengalami konversi dalam artian, menu sewaktu-waktu dapat diganti. 
Dalam penyediaan bahan makanan, pihak Lapas mengadakan 
pengadaan untuk pemborong atau penyedia bahan makanan. 
Sistem pemberian makanan tidak dibagikan dengan 
menggunakan ompreng (tempat untuk menaruh nasi dan lauk pauk 
yang terbuat dari kaleng ataupun plastik), karena penggunaan ompreng 
ini banyak mendapat kritikan dari WBP bahwa ompreng yang diberikan 
terkadang tidak bersih. 
Dalam pemberian makanan WBP di Lapas Nunukan, makanan 
dibagikan perblok, para tamping (petugas dapur/WBP yang 
diberdayakan) berkeliling blok dengan gerobak yang sudah berisi nasi 
dan lauk pauk, dan WBP yang menjadi kepala kamar mengambil di 
depan blok. 
Menu yang dibagikan pun sedikit berbeda dari menu yang 
tercantum pada tabel, WBP juga tidak mendapatkan buah ataupun 
snack, hal ini disebabkan kurangnya dana untuk memasok bahan 
makanan karena kapasitas penghuni yang berlebih. Begitu juga air 
bersih yang terbatas untuk WBP, karena alat untuk mensterilkan air 
hanya ada satu yang tersedia di Lapas, sedangkan penghuni Lapas 
lebih dari 600 (enam ratus) orang. 
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Tertanggal 5 April 2017 penulis melakukan pengamatan di dapur 
Lapas Nunukan, menurut pengamatan penulis tempat penyimpanan 
bahan makanan disimpan di gudang yang bisa dengan mudah 
tercemar, begitu juga area kompor atau daerah memasak yang masih 
belum steril karena daerah tersebut yang basah dan terlalu dekat 
dengan tempat sampah. Juru masak juga merupakan WBP yang 
diberdayakan untuk membantu petugas Lapas. Pada kesempatan yang 
sama penulis menanyakan kepada beberapa WBP terkait pemberian 
makanan yang diberikan oleh pihak Lapas, Eka (28) mengatakan 
bahwa makanan yang diberikan belum memenuhi standar gizi, namun 
Eka menyadari bahwa hal ini tidak terlepas dari banyaknya penghuni 
Lapas yang sudah melebihi kapasitas. WBP lain, Sumarni (43) 
mengatakan, bahwa pengolahan makanan di Lapas yang masih kurang 
baik, sehingga membuat WBP sakit perut. 
Terkait hal-hal di atas, penulis berkesimpulan bahwa pemenuhan 
pemberian makanan kepada WBP di Lapas Klas IIB Nunukan belum 
berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh menu makanan yang 
belum sesuai dengan kriteria standar gizi untuk WBP, juga fasilitas 
untuk penyimpanan bahan makanan yang belum memadai sehingga 
bahan makanan mudah tercemar, serta Lapas tidak memiliki juru 
masak untuk pengolahan makanan yang lebih baik. 
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C. Kendala yang Dihadapi Pihak Lapas Klas IIB Nunukan dalam 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana 
Hak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 
merupakan hak bagi WBP yang harus dipenuhi oleh pihak Lapas 
sebagai program pembinaan. 
Pelaksanaan pemenuhan ini, tentu saja pihak Lapas masih 
mengalami kendala-kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor 
baik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan maupun pemberian 
makanan yang layak bagi WBP. 
Penulis berkesimpulan bahwa secara garis besar, pihak Lapas 
kelas IIB Nunukan mengalami kendala yaitu, yang pertama 
overcapacity, daya tampung penghuni Lapas yang sudah melebihi 
kapasitas Lapas sehingga dalam pelaksanaan pembinaan tidak 
berjalan kondusif, termasuk dalam pemberian pelayanan kesehatan 
dan makanan yang layak yang menyebabkan WBP mudah terserang 
penyakit. Kedua yaitu tim pelaksana kesehatan yang kurang, atau 
tenaga ahli dalam pelayanan kesehatan maupun tenaga ahli dalam 
pengolahan bahan makanan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan mengenai pemberian pelayanan 
kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lapas Klas IIB 
Nunukan, penulis berkesimpulan bahwa : 
1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi 
narapidana di Lapas Nunukan secara keseluruhan belum berjalan 
dengan baik. Dilihat dari segi pelayanan kesehatan, pihak Lapas 
telah memberikan pelayanan yang cukup baik, hal ini dapat 
dibuktikan dengan adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin 
terhadap narapidana (warga binaan pemasyarakatan) yang 
dilakukan setiap minggu, serta kegiatan kesehatan lainnya yang 
dilaksankan oleh pihak Lapas. Dari segi pemberian makanan yang 
layak, penulis berkesimpulan bahwa makanan yang diterima oleh 
narapidana (warga binaan pemasyarakatan) masih belum 
memenuhi standar kebutuhan gizi, kurangnya asupan buah dan 
susu sesuai standar penyajian untuk warga binaan 
pemasyarakatan. 
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak Lapas Klas IIB Nunukan adalah 
Lapas yang overcapasity sehingga proses untuk program 
pembinaan tidak berjalan dengan baik yang dikarenakan suasana 
Lapas yang tidak kondusif. Kendala kedua, kurangnya tenaga ahli 
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pelayanan kesehatan seperti dokter maupun perawat yang siaga di 
Lapas Nunukan, juga tidak adanya juru masak untuk pengolahan 
makanan yang lebih baik untuk narapidana yang sesuai dengan 
standar penyelenggaraan makanan di Lapas. 
B. Saran 
Berdasarkan atas beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi 
ini, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang 
berkaitan dengan masalah pelayanan kesehatan dan makanan yang 
layak bagi narapidana adalah sebagai berikut : 
1. Sebaiknya pihak Lapas tidak menampung warga binaan 
pemasyarakatan yang berlebih atau berinisiatif untuk memperluas 
Lapas agar suasana Lapas bisa tetap kondusif. Menurut penulis, 
dengan saran ini juga tidak terlepas dari bantuan masyarakat agar 
tidak melakukan tindak kejahatan agar tidak meningkatkan 
penghuni Lapas. 
2. Menurut penulis, Lapas Nunukan juga harus menambahkan tenaga 
ahli untuk pelayanan kesehatan seperti dokter ataupun perawat 
agar bisa siaga di Lapas dan tenaga ahli dalam pengolahan 
makanan agar asupan yang diterima oleh narapidana bisa 
memenuhi standar gizi. 
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